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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH

PERATURAN DAERAH KABU

. a. bahwa dalam penyelenggaraan

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
ERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG
pemerintahan daerah

diperlukan adanya perangkat daerah dari unsur pengawas
yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana
yang diwadahi dalam bentuk Badan dan unsur pe_ndukung
yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, baik dalam
bentuk badan, kantor maupun rumah sakit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndr:)nesm Nomor 3041 ) juncto Undang-Undang Nomor 43

ahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

; 8 rT(;:lhun L1J 934 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
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- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent -
Daerah ( Lembaran Negara Tah ang Pemerintahan
Tambahan Lembaran Negara No un 2004 Nomor 125,
telah diubah dengan Undang-U dmor 4437 ) sebagaimana
tentang Penetapan Peraturar? 5 enman_g Nomor 8 Tahun 2005
Undang Nomor 3 Tahun 2005 etrlntah Pengganti Undang-
entang Perubahan Atas



16. eraturan Menterj Dala

st

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan , Pemindahan , dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 i ¥

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
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14. Peraturan Menteri
Dalam Negeri
tentang Pedoman PelaksanaangRgviuNomor 4 Tahun 2008
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

P N

10.

11.

12.

13.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut
Asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;

Bupati adalah Bupati Tulungagung;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulungagung;

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas
Bupati;

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit
dr ISKAK;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan /
audit keuangan;

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulungagung;



Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)
Pasal 6

(1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

(2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

Pasal 7

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7
BAPPEDA mempunyai fungsi,

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan daerah ;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 9

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas
Bupati.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh
Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala
Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh
Direktur.

(3) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2)
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

(1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat :

a.
b.

Inspektur;
Sekretariat, membawahi ;

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Admnistrasi dan Umum;

Inspektur Pembantu |, membawahi ;

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

Inspektur Pembantu II, membawabhi ;

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan,;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

Inspektur Pembantu Ill, membawahi ;

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

Inspektur Pembantu IV, membawahi ;

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah :

a.
b.

g.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program ;

Bidang Sosial Budaya, membawahi:

1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Kemasyarakatan;
2) Sub Bidang Pemerintahan ;

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
2) Sub Bidang Tata Ruang dan HubParBud,

Bidang Ekonomi, membawahi;

1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan;
2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha ;

Bidang Statistik, Penelitan dan Pengembangan,
membawahi;

1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi;
2) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan;,

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah :

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Pengembangan Kepegawaian, membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan dan Peningkatan Kinerja
Pegawai;
2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai;

Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi:

1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai;
2) Sub Bidang Pengangkatan Jabatan dan
Pemindahan Pegawai;



a.

Bidang Diklat Aparatur, membawabhi:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional,
Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi;

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
Kepegawaian

2) Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Arsip
Kepegawaian;

Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat :

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretariat , membawabhi:

1) Sub Bagian Umum ;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi;

1) Sub Bidang Hubungan Organisasi Partai Politik ;

2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat,
Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat;

Bidang Bina Idiologi Wasbang dan Hak Asasi Manusia,
membawahi;

1) Sub Bidang Ketahanan ldiologi dan Wasbang;
2) Sub Bidang Pengembangan Hak Asasi Manusia;

Bidang Politik

1) Sub Bidang Keamanan Politik ;
2) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;

Bidang Linmas, membawahi;

1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanganan Bencana ;
2) Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas

Unit Pelaksana Teknis Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program ;
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Bidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintahan
Desa/Kelurahan, membawahi:

1) Sub Bidang Kelembagaan;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
Desa/Kelurahan;

Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, membawabhi :

1) Sub Bidang Kekayaan Desa/Kelurahan;
2) Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan;

Bidang Ketahanan Ekonomi Desa, membawahi;

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;

1) Sub Bidang Peningkatan Sarana Prasarana;
2) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Anak dan Remaja;

Unit Pelaksana Teknis Badan,;

Kelompok Jabatan Fungsional;

. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana :

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawabhi:

1) Sub Bagian Umum,;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Keluarga Berencana, membawahi:

1) Sub Bidang Pendewasaan Usia Perkawinan;
2) Sub Bidang Pengayoman dan Partisipasi Pria;

Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga;
2) Sub Bidang Bina Keluarga;

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawabhi

1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Kesetaraan Gender;
2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;

Bidang Pergerakan Masyarakat, membawabhi :

1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
2) Sub Bidang Advokasi dan KIE;

Unit Pelaksana Teknis Badan;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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5. Susunan Organinsasi Badan Ketahanan Pangan Dan
Penyuluhan :

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan,
membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian Ketersediaan Pangan;
2) Sub Bidang Distribusi Pangan;

Bidang Kewaspadaan Konsumsi Pangan dan Gizi,
membawabhi:

1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi,

2) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Dan Gizi;

Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian, membawahi:

1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani;
2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha
Pertanian;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian,
membawabhi;

1) Sub Bidang Pengembangan Informasi dan
Komunikasi;
2) Sub Bidang Pengembangan Terknologi Pertanian;

Unit Pelaksana Teknis Badan

Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu:

a.
b.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawabhi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahi:

1) Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;
2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi;

Bidang Perijinan Jasa Usaha, membawabhi:

1) Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame;
2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan,
Pariwisata, SIUP-TDP dan K - 3;



g.
h.

a.
b.

1.

g.

Al

Bidang Perijinan Tertentu, membawahi:

1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO;
2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan;

Bidang Pendataan, Pelaporan dan Penyampaian,
membawahi:

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
2) Sub Bidang Penyampaian ljin;

Unit Pelaksana Teknis Badan

Kelompok Jabatan Fungsional.

. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup :

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
2) Sub Bidang Bina Teknis Amdal;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan, membawabhi:

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan;

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan;

Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan dan Peran Serta
Masyarakat, membawabhi:

1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat;

Unit Pelaksana Teknis Badan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah :

a.
b.

Direktur membawabhi;
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi ;
1) Bagian Tata Usaha;

a. Sub Bagian Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum,;

2) Bagian Keuangan, membawabhi;

a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
b. Sub Bagian Anggaran;
c. Sub Bagian Perbendaharaan;
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3) Bagian Perencanaan, membawahi;

a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
c. Sub Bagian Pengembangan SDM.

c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;

1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan,
membawabhi;

a. Seksi Pelayanan Medis;
b. Seksi Pelayanan Keperawatan,

2) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi;

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;

3) Bidang Pengendalian Pelayanan, membawahi :

a. Seksi Rekam Medis;
b. Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal:
a. Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Perencanaan;

Seksi Promosi dan Perijinan;

Seksi Pengawasan;

-~ 0o a0 T

Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi :

a. Kepala Kantor,

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Perpustakaan ;

d. Seksi Kearsipan;

e. Seksi Dokumentasi ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana
teknis pada lembaga teknis yang berbentuk Badan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Operasional dan/atau kegiatan penunjang Badan di
lapangan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa
Kecamatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
16, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang
operasionalnya di lapangan;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati Tulungagung;

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh
Bupati Tulungagung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap
pemimpin satuan organisasi atau pejabat struktural dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas pokoknya.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.
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(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan  mengkoordinasi  bawahannya  serta
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan
tugas.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan yang disampaikan kepada atasan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIl
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 20

(1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, dan Kepala
Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usul Inspektur / Kepala Badan/
Direktur/ Kepala Kantor/ Kepala Satuan melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di
bawah Inspektur Pembantu dapat dihapus.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Perda ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.



Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

a.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawasan
Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan
Umum Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Informasi
Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Tulungagung.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 7 Juni 2008

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. U TJAHJONO, MM




SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

—

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

INSPEKTUR

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung _
Nomor 6 TAHUN 2000
Tanggal 7 JULI 2008

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
ADMINISTRASI
PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTU I
[ ]
SEKSI SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

SEKSI

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN

INSPEKTUR PEMBANTU I

INSPEKTUR PEMBANTU IV
I

SEKSI

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

SEKSI

SEKSI

PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN

PENGAWAS PEMERINTAH

BIDANG KEMASYARAKATAN

BUPATI TULUNGAGUNG

/

r. AERU TJAHJONO,MM



If_

)7) Lampiran : Peraturan Daerah
W ’ Kabupaten Tulungagu
Nomor © TAL p
Tanggal 7 JUNI 20008
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
FISIK DAN STATISTIK , PENELITIAN
SOSIAL BUDAYA PRASARANA ks DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA LAHAN STATISTIK , MONITORING

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH DAN KELAUTAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

TATA RUANG PERDAGANGAN DAN
PEMERINTAHAN DAN HUBPARBUD DUNIA USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI TULUNGAGUNG

IK.HERU TJAHYONO,MM




) Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung .
Nomor 6 TALUN 2008
Tanggal 7 JUNI 2000
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN KE";EJG;C&"AN DIKLAT APARATUR INFORMASI KEPEGAWAIAN
| | l [
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PENSIUN PEGAWAI PELATIHAN STRUKTURAL INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGADAAN PENGANGKATAN JABATAN PENDIDIKAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN
PEGAWAI DAN PEMINDAHAN PEGAWAI PELATIHAN FUNGSIONAL

DAN ARSIP KEPEGAWAIAN

BUPATI TULUNGAGUNG

r. HERU TJAHJONO,MM




Lampiran : Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagun
Nomor © TAIUI 2(‘?

Tangga] 7 JUNI 2008

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
HUBUNGAN BINA IDIOLOGI WASBANG
ANTAR LEMBAGA DAN HAK ASASI MANUSIA POLITIK LINMAS
| | [ l
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
HUBUNGAN ORGANISAS] KETAHANAN IDIOLOGI KESIAGAAN DAN
PARTAI POLITIK DAN WASBANG KEAMANAN POLITIK PENANGANAN BENCANA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
HUBUNGAN ORGANISASI MASYARARAT. PENGEMBANGAN PENINGKATAN SDM DAN
ORGANISASI PROFESI DAN LSM HAK AZASI MANUSIA PENGEMBANGAN DEMOKRASI SATUAN LINMAS
UPTB

BUPATI TULUNGAGUNG

ir. HERU TJAHJONO,MM



Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor © TAIU 2003

Tanggal 7 JUNI 2008
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
: KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELEMBAGAAN DAN ORGANISAS| PEMBANGUNAN
REMERIL TR AN e T LA e e KETAHANAN EKONOMI DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| | | [
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
KEKAYAAN PENINGKATAN
KELEMBAGAAN DESR R A KETAHANAN EKONOMI SARARS PRASANA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DESA / KELURAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT, ANAK DAN REMAJA
UPTB

BUP?TI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO,MM



Lampiran : Peraturan Daerah

Kabupaten Tuluﬁn‘g.agung_
Nomor 6 TAHUN 2000
Tanggal | JIUNI 20008
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PERGERAKAN
KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA PEREMPUAN MASYARAKAT
] | I |
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG . SUB BIDANG
PENDEWASAAN USIA KETAHANAN EKONOMI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INSTITUSI DAN PERAN
PERKAWINAN KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER SERTA MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGAYOMAN DAN PEMBERDAYAAN
PARTISIPASI PRIA BINA KELUARGA KELUARGA ADVOKASI DAN KIE
UPTB

BUPATI TULUNGAGUNG

)

r. HERU TJAHJONO,MM



Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TAHUL 2008
Tanggal 7 JUNT 2008
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
T
FUNGSIONAL SESRELARIA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGKAJIAN KETERSEDIAAN KEWASPADAAN [~ PEMGEMBANGAN KELEMBAGAAN | [ PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
DAN DISTRIBUSI PANGAN KONSUMSI PANGAN DAN GIZI PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGKAJIAN KETERSEDIAAN KEWASPADAAN PEMGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN INFORMASI
PANGAN PANGAN DAN GIZI PETA NI DAN KOMUNIKASI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PEMGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DISTRIBUSI PANGAN PANGAN DAN GIZI USAHA PERTANIAN PERTANIAN

UPTB

BUPATI TULUNGAGUNG




Lampiran :  Peraturan Daerah
) ) Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TALUL 2008
Tanggal 7 JUNI 2008
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INFOR MA S| PERIJINAN PENDATAAN, PELAPORAN
DAN PENGADUAN JASA USAHA PERWINAN TERTENTU DAN PENYAMPAIAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PERIJINAN INDAKOP PERIJINAN PRINSIP, PENGOLAHAN DATA
INFORMASI PERIINAN DAN REKLAME LOKASI, IMB DAN HO DAN PELAPORAN
SUB BIDANG SUB BIDANG

SUB BIDANG

PENGADUAN DAN ADVOKASI

PERIJINAN PERTANIAN

PERHUB,PARIWISATA,

SIUP-TDP DAN K-3

SUB BIDANG

PERIJINAN PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN

‘*

UPTB

PENYAMPAIAN IJIN

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir.

RU TJAHJONO,MM



SUSUNAN ORGANISASI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran :Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor ¢ TAHUN 2008
Tanggal 7 JUIIT 2008

KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN BINA PROGRAM
I |
BIDANG BIDANG BIDANG

TATA LINGKUNGAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG

PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG

BINA TEKNIS AMDAL

SUB BIDANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

UPTB

PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

SUB BIDANG

PEMULIHAN
KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG

PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

BUPATI TULUNGAGUNG

[

IrsHERU TJAHJONO,MM




) ) Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TAHUN 2008
Tanggal 7 JUNI 2008
SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DIREKTUR

WAKg;\zlﬁsﬁlﬂzzx L WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG

TATA USAHA KEUANGAN PERENCANAAN izl PELAYANAN PENUNJANG R N

] | | L L | I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
PERLENGKAPAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI HUKUMU%A;‘AZZXNDANG PEL“':‘g ;‘I';AN PE;E;‘Z\:SE‘?ANE ois ':AEEKD'T!
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
KEPEGAWAIAN ANGGARAN EvALUAS| PROGRAN CEPERAWATAN PENUNJANG NON MEDIS_| MOMITORING PELAYANAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PERBENDAHARAAN PENGEMBANGAN SDM

BUPATI TULUNGAGUNG

r. WERU TJAHJONO,MM




SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TAHUN 2008
Tangga| 7 JWI 2008

KEPALA KANTOR
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL ——
SEKSI SEKSI SEKSI |

PERENCANAAN

PROMOSI DAN PERIJINAN

PENGAWASAN “

BUPATI TULUNGAGUNG

/ /
(/_\
Ir. HERU TJAHJONO,MM



Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TAHUN 2008
Tanggal 7 JunI 2008

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA KANTOR “
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL SR
I SEKSI | [ SEKsI | SEKSI
" PERPUSTAKAAN || KEARSIPAN " DOKUME NTASI

BUPATI TULUNGAGUNG
/

Ir. HERU TJAHJONO,MM



AT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

|. Penjelasan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan
dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam

A bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur
pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur
pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya
mengenai Perangkat Daerah perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten
Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung.

Il. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawab administratif. Pengertian
"melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis merupakan bawahan langsung
Sekretaris Daerah. Secara Struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung
di bawah Bupati

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan
adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah
melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas



